BAB |
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan perencanaan
adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui
urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan
yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode | (satu) tahun. Pada pasal 7 ayat (2)
disebutkan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD
dan mengacu kepada RKP (Rencana Kerja Pemerintah), memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka Rencana kerja (Renja ) Dinas Pengendalian
Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan
yang berisi Rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja
dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja (Renja ) Tahun 2017 Dinas
Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas menjabarkan visi dan misi serta
arah pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
(KKBPK) yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian
Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 - 2021 dengan prioritas kebijakan
pada pembangunan kualitas hidup manusia, point 5 pada Agenda Nawacita
Pemerintah dan mendorong pada pengentasan kemiskinan guna mewujudkan
keluarga yang berencana dan sejahtera dengan memberdayakan potensi lokal daerah
yang tersusun melalui hierakhi sistem perencanaan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2017 disusun selaras dengan VISI yaitu "PENGENDALIAN
PENDUDUK  MELALUI KELUARGA BERENCANA  MENUJU
KELUARGA SEJAHTERA DALAM MURA SEMPURNA 2021” yang mana
pada hakekatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup manusia
Indonesia tertuang dalam 9 Agenda Prioritas NAWACITA Nomor 5 (lima).
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Hal ini dapat dilaksanakan dengan menjalankan misi yang tertuang dalam
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

MISI 1:
% Pengendalian Penduduk Melalui Keluarga Berencana, melalui ;

1. Menurunkan Total Fertility Rate (TFR), yaitu : jumlah anak yang
akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1.000
wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu;

2. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), pada tahun 2017
diharapkan menurun menjadi 1,36.

MISI 2 :
“+ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan KB, melalui :

1. Meningkatkan prevalensi peserta KB Aktif (CPR);

2. Menurunkan rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi
(Unmetneed);

3. Meningkatkan cakupan pelayanan peserta KB aktif;

4. Meningkatkan cakupan pelayanan Pasangan Usia Subur (PUS) yang
isterinya dibawah usia 20 tahun;

5. Meningkatkan penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang);

6. Menurunkan persentase kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dari
WUS (15-49 tahun).

MISI 3 :
+* Meningkatkan Pembangunan Keluarga, melalui :

1. Peningkatan pembinaan pada poktan/kelompok kegiatan keluarga
dan remaja di masyarakat;

2. Peningkatan pembinaan kesehatan reproduksi remaja pada Pusat
Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/Mahasiswa (PIK
KRR/M);

3. Peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

4. Peningkatan pengetahuan tentang kependudukan, KB dan

pembangunan keluarga;
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5. Menurunnya angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun).
Adapun program yang dilaksanakan, sebagai berikut :
1) Program Keluarga Berencana,
2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
3) Program Pelayanan Kontrasepsi
4) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan
KB/KR yang mandiri
5) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

1.2 Landasan Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang—undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4438);
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7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembnagunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Undang-Undang No. 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga;

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten
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Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun
2008);
17. Program Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Musi Rawas.

3.1 Maksud dan Tujuan

Maksud dari dibuatnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian
Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 adalah memberikan arah dalam
pelaksanaan prioritas program dan kegiatan dalam pelayanan pembangunan
Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Sedangkan tujuan dari dibuatnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian
Penduduk Kabupaten Musi Rawas tahun 2017 adalah :

1. Acuan Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas dalam
mengoperasionalkan RKPD Tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Musi
Rawas.

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pengendalian
Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017.

4.1 Sistematika Penulisan

BAB. | PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi

pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB. Il EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
Berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan

Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-
Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review
Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program

dan Kegiatan Masyarakat.
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BAB. Il TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja

SKPD, Program dan kegiatan.

BAB. IV PENUTUP

LAMPIRAN
(Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan

Prakiraaan Maju Tahun 2018 Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi

Rawas)
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BAB 11
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
SKPD tahun lalu sehingga dapat diketahui sejauh mana kemampuan Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan program dan
kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program
dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
1. Realisasi program/kegiatan terhadap target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dan tercapainya target Kkinerja
program/kegiatan;
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
4. Kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab
tersebut.
Berikut ini disajikan realisasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas serta target Renja Tahun Berjalan
dalam Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.
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Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016

Taraet Kineria Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Program/
: . get riner) Kegiatan Tahun 2016 Kegiatan Renja
. Indikator Kinerja Capaian
No Program/Kegiatan . . . _ . | SKPD Tahun 2017
Program/Kegiatan Program Target Realisasi Realisasi (setelah
Kegiatan (Rp) (Rp) (%) perubahan)
I Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat Yang Dikirim 800 surat 2.500.000,- 2.403.000,- 96,12 2.500.000,-
2 Penyediaan jasa Komunikasi | Jumlah Jenis Rekening yang . i i i
Sumber Daya Air dan Listrik dibayar 3 Rekening 35.400.000, 30.160.957, 85,20 37.900.000,
3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan | Jumlah Peralatan dan 9.050.000.-
perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor yang 25 Unit D 4.445.000,- 49,12 8.250.000,-
terpelihara
4 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan | Jumlah Pajak Kendaraan Dinas / 4 roda empat. 56
dan  Perizinan Kendaraan | Operasional yang dibayar pat, 14.400.000,- 9.969.000,- 69,23 28.440.000,-
. . roda dua
Dinas/Operasional
5 | Penyediaan jasa Administrasi | Jumlah Jasa Adm_lnlstra5| 11 orang 9.000.000,- 9.000.000,- 100 116.790.000.-
Keuangan Keuangan yang dibayar
6 Esrr:tyoerdlaan jasa  Kebersihan | Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 1 orang 24.640.000,- 24.638.000,- 99.99 29.667.000,-
7 | Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 53 jenis 70.481.000,- 70.220.900,- 99,63 48.247.500,-
8 | Penyediaan Barang Cetakan dan | Jumlah Barang Cetakan dan 9 jenis 30.563.000 - 30.560.500 - 99.99 16.896.800 -
penggandaan Penggandaan
9 | Penyediaan Komponen Instalasi | Jumlah Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan ~ Bangunan | Listrik/ Penerangan Bangunan - i i i
Kantor Kantor dan Pemasangan KWH 2 jenis 5.000.000, 4.920.000, 98,40 5.000.000,
Meter
10 | Penyediaan Bahan Bacaan dan | Jumlah Media yang 27 jenis 22.500.000 - 21.351.000 - 94.89 26.790.000 -
Peraturan Perundang-undangan | berlangganan
11 | Penyediaan  Makanan  dan | Jumlah Makanan dan Minuman
Minuman Rapat 4 jenis 136.924.000,- 136.868.000,- 99,96 106.344.000,-
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12 Rapat—rap_at koordinasi  dan | Jumlah Rapat _dan Koordinasi 20 Kali 230.000.000,- 229.957.038 - 99.98 175.800.000,-
konsultasi Keluar Daerah dan Konsultasi Luar Daerah
13 Rapat—rapat koordinasi  dan | Jumlah Rapat Koodinasi Dalam 60 Kali 55.000.000,- 47.750.000,- 86,82 8.000.000,-
konsultasi Kedalam Daerah Daerah
14 | Penyediaan Jasa pendukung | Jumlah Jasa Pendukung
Adminstrasi Teknis/Perkantoran | Administrasi 56 orang 507.600.000,- | 502.950.000,- | 99,08 459.880.000 -
Teknis/Perkantoran yang
dibayar
15 | Penyediaan Jasa | Terpenuhinya Jasa
Dokumentasi,Publikasi dan | Dokumentasi, Publikasi dan 3 jenis 15.600.000,- 14.313.000,- 91,75 26.400.000,-
Dekorasi Dekorasi
1 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
16 | Pembangunan Gedung Kantor étijg;l:gu%edung kantor yang 1 unit 158.936.000.- 158.359.000,- 99,64 )
17 | Pengadaan Kendaraan Terlaksananya pemenuhan
Dinas/Operasional kendaraan dinas roda 2 (Dua) 3 unit 1.353.850.000,- | 1.346.648.000 | 99,47 158.278.600,-
untuk Peningkatan Kinerja
Aparatur di Kecamatan
18 | Pengadaan Perlengkapan Terlaksananya pengadaan 6 unit 36.800.000 - 35.800.000 - 99,44 47.420.000 -
Gedung Kantor perlengkapan gedung kantor
19 | Pengadaan Peralatan Gedung Terlaksananya pengadaan 1 unit 246.600.000.- 242.925.000.- 9851 35.600.000,-
Kantor peralatan gedung kantor
20 | Pengadaan Mebeleur f:rr:e'g?aMEbe'e“r Kantoryang | 141 buah, 6unit | 75.600.000.- | 75.600.000.- 100 147.726.000,-
21 | Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Jenis Perlengkapan . i i )
Gedung Kantor Gedung Kantor yang dipelihara L unit 1.100.000, 1.061.000, 96,45
22 Pemellharaa_n rutin/berkala JumIah_Kendaraan Dmas_/ 4 roda empat, 56 147.240.000,- 135.915.750,- 92.31 150.870.700,-
kendaraan dinas Operasioanal yang terpelihara roda dua
24 | Pembangunan Saung KB Terbangunnya Saung KB ) ) ) ) 300.650.000 -
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111 | Program Peningkatan
Kapasitas  Sumber  Daya
Aparatur
25 | Bimbingan Teknis Implementasi | Jumlah Aparatur yang i i )
Peraturan Perundang -Undangan | mengikuti Bimtek 3 orang 10.000.000. 10.000.000. 100
IV | Program Peningkatan
Pengembangan sistim
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
26 | Penyusunan Dokumen Tersedianya Dokumen
Perencanaan dan Kinerja Di Perencanaan dan SAKIP 7 Jenis 48.430.000,- 48.430.000,- 100 36.700.000,-
SKPD Perangkat Daerah
V Program Keluarga Berencana
27 | Pelayanan KIE Jumlah Jenis Media yang Media Radio 150
digunakan kali, Media Cetak
32 kali, MUPEN 119.310.000,- | 119.257.065,- 99,96 90.810.000,-
11 bulan, BP4 14
orang
28 | Pembinaan Keluarga Berencana 'J:Qilfah Pembinaan Peserta KB 15 balai 675.000.000.- | 675.000.000,- 100 681.840.000,-
29 | Pengadaan Sarana Mobilitas | Jumlah pengadaan sarana 6 jenis 756.364.000,- | 745.020.000 | 98,50 467.920.400,-
Tim KB Keliling pelayanan tim KB keliling
30 | Peningkatan Perlindungan Hak Terlaksananya Sosialisasi
Reproduksi Individu Perlindungan Hak Reproduksi - - - - 58.635.000,-
Individu
31 | Pendataan Keluarga Tersedianya Pemqktahlran Data 1 laporan 56.565.000 - 56.165.000 - 99.29 81.480.000 -
Keluarga Indonesia (SIGA)
32 | Peningkatan Kualitas Pencatatan | Jumlah Peserta Pelatihan
dan Pelaporan Program KB Kualitas Pencatatan dan
Pelaporan Program KB 156 peserta 19.915.000,- 19.888.000,- 99,86 -
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33 | Analisa dan evaluasi data hasil Jumlah Peserta Rakerda
pencapaian program KB Kependudukan Keluarga 156 peserta 116.331.000- | 116.068.524,- | 99,77 254.187.000,-
Berencana dan Pembangunan
Keluarga (KKBPK)
VI | Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
34 | Advokasi dan KIE Tentang Terlaksananya Sosialisasi PUP
Kesehatan Reproduksi Remaja (Pendewasaan Usia 560 peserta 117.478.000,- 117.478.000,- 100 64.455.000,-
(KRR) Perkawinan) Bagi Remaja
VIl | Program Pelayanan
Kontrasepsi
35 | Pelayanan Pemasangan Jumlah Pelayanan peserta KB 88 kali 259 453,000 - 259 268.203 - 99.99 174.543.000 -
Kontrasepsi KB Baru dan Aktif s e ’ o
36 | Operasional Klinik KB Jumlah klinik KB yang
mendapatkan operasional dan 68 buah 208.879.000,- | 208.159.000- | 98,80 131.040.000,-
jumlah frekuensi
pendistribusian Alkon
VIII | Program Pembinaan peran
serta masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang
Mandiri
37 | Orientasi Program KB bagi Jumlah peserta orientasi i
Masyarakat dalam Pembinaan - - - 39.355.000,-
KB/KR yang Mandiri
38 | Peningkatan Kinerja Petugas Jumlah Petugas Pelaksana i i )
Lapangan dan IMP program KB | Program KB di Lini Lapangan 625 orang 848.300.000, 848.201.065, 99,99 850.360.000,
39 | Hari Keluarga Nasional Terlaksananya Hari Keluarga
Nasional (HARGANAS) 3 kegiatan 154.021.000- | 152165250~ | 98,80 |  122.632.000;-

Tk.Kabupaten, Tk.Propinsi dan
Tk.Nasional
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X Program Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok Bina
Keluarga

40 Lomba Catur Bina Jumla_h kglompok catur bina 4 kelompok 43.872.000 - 42.822.000 - 97,61 )

mengikuti lomba

41 Pelatihan dan Pembinaan Jumlah Kelompok Kegiatan )
Kelompok Kegiatan di Masyarakat yang dibina - - - 78.437.000,-
Masyarakat

TOTAL 6.621.902.000,- | 6.553.737.252,- | 98,97 5.060.445.000
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Realisasi program/kegiatan terhadap target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan
Evaluasi kinerja Tahun 2016 dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja

RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2016. Hal ini bertujuan untuk
mengidentifikasi capaian kinerja yang belum terlaksana 100%, untuk diusulkan
pada RKPD Tahun berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi usulan program dan
kegiatan tahun 2016 dari 9 (sembilan) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan
dengan jumlah dana sebesar Rp. 6.621.902.000,- terealisasi dengan jumlah program
dan kegiatan yang sama namun dengan jumlah dana sebesar Rp. 6.553.737.252,-
atau 98,97%. Usulan sebelumnya (Renstra Awal 2016-2021) terdiri dari 10
(sepuluh) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan dengan jumlah dana sebesar
Rp. 7.730.180.000,-. Sementara itu usulan 2017 terdiri dari 8 (delapan) program dan
33 (tiga puluh tiga) kegiatan dengan jumlah dana sebesar Rp. 5.060.445,-.
Berkurangnya jumlah program dan kegiatan ini telah melalui penyeleksian program
dan kegiatan yang sangat dibutuhkan dalam menunjang sasaran strategis yang

hendak dicapai.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dan tercapainya target kinerja
program/kegiatan
a. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Mencapai target
Secara umum, yang menjadi faktor penyebab untuk program dan kegiatan
yang mencapai target adalah karena program dan kegiatan tersebut telah
dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang baik dari segi fisik maupu
anggaran.
b. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Tidak Mencapai Target
Meskipun program dan kegiatan penyerapan anggarannya sebagian besar
tidak mencapai target (100%) namun penyerapan berkisar 90 hingga 99
persen. Beberapa kegiatan yang tidak terserap dengan baik anggarannya
malah terjadi pada kegiatan rutin. Hal ini tentu saja menjadi evaluasi bagi
SKPD untuk menyusun perencanaan yang lebih baik lagi pada tahun anggaran
berikutnya. Selain penyerapan anggaran, yang menjadi perhatian adalah
adanya beberapa kegiatan yang tidak akan dilaksanakan pada tahun 2017. Hal
ini terkait dengan adanya efisiensi dana sehingga SKPD melakukan

penyeleksian kembali program dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan
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2.2

sesuai dengan kebutuhan SKPD dalam melaksanakan sasaran strategis yang

telah ditentukan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD
Dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena
tidak didukung oleh tersedianya anggaran, maka hal ini berimplikasi tidak
tercapainya target capaian Renstra 2016-2021 (100%). Selain itu, peralihan
Badan Keluarga Berencana menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana menambah beberapa sub bidang dimana akan terjadi
penambahan program dan kegiatan yang baru ataupun dahulu pernah
dilakasanakan untuk menjadi program dan kegiatan usulan 2017. Hal ini
berimplikasi pada Renstra 2016-2021 sehingga perlu direvisi karena tidak
sesuai lagi dengan target capaian tahun pertama.

Kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

Berdasarkan faktor-faktor penyebab dan implikasi yang akan timbul, maka

dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2017 dan  Renstra
2016-2021

2. Perubahan parameter dan sasaran strategis

3. Efisiensi alokasi belanja

4. Penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum maksimal dan

kegiatan yang baru dalam mendukung terwujudnya misi kabupaten

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja

pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang

ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan

yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan

pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator,

antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja
Utama (IKU) yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2016-

RENJA 2017 14



2021, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas
hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD berisikan kajian terhadap capaian kinerja
pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis
indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD,
serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kkinerja
pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan
indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu
menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator
kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan
standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan
pada Tabel. 2.2 dengan format sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Pengukuran dan Pencapaian Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk Tahun 2016

No | Sasaran Indikator Kinerja Utama Target | Realisasi | %
Strategis

(@) ) (©) (4) () (6)
1. Meningkatnya 1 | Total Fertility Rate (TFR) 2,24 2,47 90.69

cakupan 2 | Laju Pertumbuhan Penduduk

pengendalian (LPP) 1,20 1,40 85,71

laju 3 | Prevalensi peserta KB Aktif

pertumbuhan (CPR) 75,3 71,38 94,79

penduduk 4 | Angka kelahiran pada remaja
melalui KB usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19 65,6 59 111,19
Tahun)

5 | Kebutuhan Ber KB yang tidak

terpenuhi (Unmeet Need) 14.4 12,48 125,80

6 | Persentase kehamilan yang tidak
diinginkan dari WUS (15-49 3,4 3,08 110,39
Tahun)

7 | Cakupan Pasangan Usia Subur
yang isterinya dibawah usia 20 3,5 1,86 53,14
Tahun

8 | Cakupan sasaran PUS menjadi

peserta KB aktif 65% 65 & 109,23

9 | Cakupan Anggota Bina
Keluarga Balita (BKB) ber KB 70 90,43 129,18
70%

10 | Cakupan PUS peserta KB
Anggota Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) yang ber-KB 87%

87 87,84 100,96

11 | Ratio Petugas lapangan
KB/Penyuluh KB / Penyuluh
KB (PLKB/PKB) 1 Petugas
disetiap 2 desa/ kelurahan

199 25 12,56
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12 | Ratio Pembantu Pembina

Keluarga Berencana (PPKBD 1
(satu) petugas di setiap Desa / 199 199 100
Kelurahan

13 | Cakupan Penyediaan Alat dan
Obat Kontrasepsi utk Memenuhi
Permintaan Masyarakat 30% 30 24 89
setiap tahun

14 | Cakupan penyediaan informasi
data mikro keluarga di setiap
Desa/Kelurahan 100% setiap
Tahun

199 199 100

2.2.1 Struktur Organisasi
Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Musi Rawas sesuai Peraturan Bupati Musi Rawas No. 49 tahun 2016
terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri atas :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Masing - masing Bidang terdiri dari :
a. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan :
1. Seksi Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
2. Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
3. Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Petugas
Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP).
b. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana (KB); dan
3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana
(KB).
c. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :
1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;

2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
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3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
d. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahkan :
1. Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian
Penduduk;
2. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk; dan

3. Seksi Data dan Informasi.

2.2.2. Kedudukan Dinas
Kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai
Peraturan Bupati Musi Rawas No. 49 tahun 2016 adalah :

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijaka daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah;

3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan
asas otonomi dan tugas tugas pembantuan yang diberikan kepada
Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaiamana yang dimaksud, Dinas
Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk
dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang
pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan
kesejahteraan keluarga;

3. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas
penduduk;

4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
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5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian
kuantitas penduduk dan keluarga berencana;

6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB)/Petugas
Lapangan KB (PLKB) dan kader KB;

7. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat
kontrasepsi;

8. Pelaksanaan pelayanan KB, pemberdayaan dan peningkatan peran serta
organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan
kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya

2.3 Isu-lsu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi
pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka
dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD,
dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program
dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD.

Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait
dengan pelayanan SKPD dapat dilihat adanya permasalahan dan hambatan yang
dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD yang berpengaruh juga
terhadap keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang baik, dapat diidentifikasikan
sebagai berikut :

1. Menurunkan Total Fertility Rate (TFR), yaitu : jumlah anak yang akan
dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1.000 wanita
dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu;

2. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), pada tahun 2017
diharapkan menurun menjadi 1,36;

3. Meningkatkan prevalensi peserta KB Aktif (CPR);

4. Menurunkan rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi

(Unmetneed);
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5. Meningkatkan cakupan pelayanan peserta KB aktif;

6. Meningkatkan cakupan pelayanan Pasangan Usia Subur (PUS) yang
isterinya dibawah usia 20 tahun;

7. Meningkatkan penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang);

8. Menurunkan persentase kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dari
WUS (15-49 tahun);

9. Peningkatan pembinaan pada poktan/kelompok kegiatan keluarga dan
remaja di masyarakat;

10. Peningkatan pembinaan kesehatan reproduksi remaja pada Pusat
Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/Mahasiswa (PIK
KRR/M);

11. Peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembinaan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

12. Peningkatan pengetahuan tentang kependudukan, KB dan pembangunan
keluarga;

13. Menurunnya angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi

Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau

realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting
terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat
rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan
awal RKPD, atau program dan kegiatan sesuai namun besarannya
berbeda;
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Rancangan awal RKPD atau Renja Dinas Pengendalian Penduduk
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017, sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana, dengan kegiatan shb.:

Pelayanan KIE

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
Pembinaan Keluarga Berencana

Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling

Pendataan Keluarga

Peningkatan kualitas pencatatan dan pelaporan Program KB
Analisa dan Evaluasi Data Hasil Pencapaian Program KB
Penyusunan Grand Design dan Profil Kependudukan

N Ok wDdE

2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
9. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

3. Program Pelayanan Kontrasepsi
10. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
11. Pengadaan Alat Kontrasepsi
12. Penanganan Kegagalan dan Komplikasi Kontrasepsi

4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR
yang Mandiri
13. Jambore Saka Kencana Program KB Nasional
14. Peningkatan Kinerja Petugas Lapangan dan IMP Program KB
15. Hari Keluarga Nasional
16. Pembinaan Kampung KB

5. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.
14. Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Kegiatan di Masyarakat

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung dengan pelayanan, Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi
maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi
maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian
lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.
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Deskripsi yang disajikan, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan

pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;

Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat dapat diidentifikasi yaitu
adanya pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang langsung menjangkau lokasi
tempat tinggal mereka sehingga dalam memperoleh pelayanan KB tidak
membutuhkan cost yang tinggi untuk menjangkau tempat-tempat pelayanan.

Upaya yang telah dilakukan selama Tahun 2012-2017 adalah melakukan
pelayanan secara mobile dan rutin melalui Mobil Unit Pelayanan KB (MUY AN)
dan Mobil Unit Penerangan (MUPEN). Sedangkan untuk pembinaan kepada
kelompok-kelompok kegiatan di masyarakat juga dilakukan secara berkala,
misalnya terhadap Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Kelompok Bina
Keluarga Remaja (BKR), Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) serta kelompok-
kelompok lain yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Disamping itu juga
dilakukan pembinaan terhadap kelompok pemberdayaan ekonomi produktif
keluarga (UPPKS = Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). Namun
memang pada faktanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan kelompok-kelompok di
masyarakat tersebut sering terjadi fluktuasi (pasang surut) dalam aktifitasnya.
Tetapi hal ini terus diupayakan untuk tetap dilakukan pembinaan dan pengawasan

agar tidak hilang dari kehidupan masyarakat itu sendiri.
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BAB Il
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Ada beberapa kebijakan nasional yang perlu mendapat perhatian dalam
menyusun tujuan, sasaran dan program kegiatan. Sesuai dengan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2014, Program Pembangunan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional mempunyai peran penting dalam Pembangunan
Sumber Daya Manusia melalui pembangunan keluarga kecil berkualitas. Oleh
karena itu pada keluarga berencana, setiap keluarga dapat merencanakan
kehidupannya menjadi lebih berkualitas dan sejahtera.

Pada tahun 2014 salah satu fokus kebijakan pembangunan kependudukan dan
keluarga berencana adalah Revitalisasi Program KB, yang diprioritaskan pada :

1) Mengembangkan dan melakukan sosialisasi kebijakan pengendalian

penduduk;

2) Melakukan pembinaan dan peningkatan kemandirian Keluarga Berencana;

3) Melaksanakan promosi dan penggerakan masyarakat;

4) Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis

teknologi informasi;

5) Meningkatkan kapasitas SDM, penelitian dan pengembangan program

kependudukan dan KB; 6) Meningkatkan kualitas manajemen dan kapasitas

kelembagaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target
kinerja Renstra SKPD.
Rumusan isu-isu penting tersebut antara lain :

1. Menurunkan Total Fertility Rate (TFR), yaitu : jumlah anak yang akan
dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1.000 wanita
dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu;

2. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), pada tahun 2017
diharapkan menurun menjadi 1,36;

3. Meningkatkan prevalensi peserta KB Aktif (CPR);
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10.

11.

12.

13.

Menurunkan rasio antara kebutuhan KB dan KB yang tidak terpenuhi
(Unmetneed);

Meningkatkan cakupan pelayanan peserta KB aktif;

Meningkatkan cakupan pelayanan Pasangan Usia Subur (PUS) yang
isterinya dibawah usia 20 tahun;

Meningkatkan penggunaan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang);

Menurunkan persentase kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dari
WUS (15-49 tahun);

Peningkatan pembinaan pada poktan/kelompok kegiatan keluarga dan
remaja di masyarakat;

Peningkatan pembinaan kesehatan reproduksi remaja pada Pusat
Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/Mahasiswa (PIK
KRR/M);

Peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembinaan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

Peningkatan  pengetahuan tentang kependudukan, KB dan
pembangunan keluarga;

Menurunnya angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun).

Untuk itulah pada RENJA Tahun 2017, tujuan dan sasaran tidak terlepas dari
RKP Tahun 2014 dan RPJMN 2015-2019 yang diarahkan untuk meningkatkan

akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan

meningkatkan:

(i) Daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, pembinaan program

KB tenaga lini lapangan;

(if) Sarana dan prasarana fisik pelayanan KB;

(iii) Sarana dan prasarana fisik pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi
(KIE) Program KB; serta
(iv) Sarana dan prasarana fisik pembinaan tumbuh kembang anak.
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3.3  Program dan Kegiatan
Tabel 2.3.
Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif
Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017
(setelah perubahan)
I | Program/Kegiatan Wajib Pagu Indikatif
1 | Pelayanan KIE 90.810.000
2 | Pembinaan Keluarga Berencana 681.840.000
3 | Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling 467.920.400
4 | Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 58.635.000
5 | Pendataan Keluarga 81.480.000
6 | Analisa dan evaluasi data hasil pencapaian program 64.455.000
KB
7 | Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi 131.040.000
Remaja (KRR)
8 | Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 174.543.000
9 | Operasional Klinik KB 131.040.000
10 | Orientasi Program KB bagi Masyarakat dalam 39.955.000
Pembinaan KB/KR yang Mandiri
11 | Peningkatan Kinerja Petugas Lapangan dan IMP 850.360.000
program KB
12 | Hari Keluarga Nasional 122.632.000
Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Kegiatan di 78.437.000
13 | Masyarakat
Sub Jumlah 3.096.294.400
m Program/Kegiatan Rutin (Ada pada setiap Pagu Indikatif
SKPD)
14 | Penyediaan jasa surat menyurat 2.500.000
15 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 37.900.000
listrik
16 | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 8.250.000
17 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 18.440.000
kendaraan dinas/operasional
18 | Penyediaan jasa administrasi keuangan 116.790.000
19 | Penyediaan jasa kebersihan kantor 26.667.000
20 | Penyediaan alat tulis kantor 48.247.500
21 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16.896.800
29 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 5.000.000
bangunan kantor
23 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 26.790.000
undangan
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24 | Penyediaan makanan dan minuman 106.344.000
o5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 175.800.000
daerah
26 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam 8.000.000
daerah
97 Penyediaan jasa pendukung administrasi 459.880.000
tehnis/perkantoran
08 Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan 26.400.000
Dekorasi
29 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 158.278.600
30 | Pengadaan peralatan gedung kantor 35.600.000
31 | Pengadaan mebeuler 147.726.000
32 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 150.870.700
dinas/operasional
33 Pembangunan SAUNG KB (Fasilitasi Kampung 300.650.000
KB)
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja di 36.700.000
34
SKPD
Sub Jumlah 1.964.150.600

Total jumlah : 1+ 11
Rp. 3.096.294.400,-
Rp. 1.964.150.600,-
Rp. 5.060.445.000,-

Terbilang : “ Lima milyar enam puluh juta empat ratus empat puluh

lima ribu rupiah,- «.
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BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan pada uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa

kesimpulan utama yang terkait dengan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 yakni :

1.

2.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian
Penduduk Kabupaten Musi Rawas telah diselenggarakan sebagaimana
ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian
Penduduk Kabupaten Musi Rawas yang dijabarkan dalam Rencana
Kerja (RENJA) tahun 2017;

Walaupun keberhasilan telah dicapai, untuk masa yang akan datang
Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Musi Rawas tetap
berkomitmen bahwa tanggung jawab Pengendalian Penduduk melalui
Keluarga Berencana menuju keluarga bahagia dan sejahtera serta

berkualitas adalah tanggung jawab bersama.
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